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KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
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TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM JURI LOMBA BADAN USAHA
MILIK DESA TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

a.

L

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Lomba Badan
Usaha Milik Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023 yang
diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan
Tim Juri Lomba Badan Usaha Milik Desa Tingkat Kabupaten
Tabalong Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 684 1);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintah Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 960);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Panitia Pelaksana dan Tim Juri Lomba Badan Usaha Milik
Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Pelaksana dan Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia Pelaksana

mempersiapkan keperluan administrasi kegiatan;

mempersiapkan kelengkapan kegiatan;

mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
mempersiapkan dan menghubungi Tim Juri Lomba;

menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan; dan

menyusun Laporan kegiatan Penilaian dan membuat Surat
Keputusan Pemenang/Terbaik kegiatan Lomba Badan Usaha Milik
Desa berdasarkan hasil Keputusan akhir Tim Juri/Penilai.

S B o B0 B i

b. Tim Juri
1. melaksanakan Penilaian ke lokasi;
2. menentukan Pemenang Penilaian; dan
3. melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung ,
pada tanggal ,2:/l Fabevar; 2023

BUPATI TABALONG,DA,
(_ ANANG SYAKHFIANI /%

Tembusan Kepada Yth:
1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ pg6 /2023
TANGGAL 2% tebuacf 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA LOMBA BADAN USAHA

MILIK DESA TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO. NAMA /JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS PANITIA
1. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Penanggung Jawab
dan Desa Kabupaten Tabalong
2. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Ketua
dan Desa Kabupaten Tabalong
3. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sekretaris
Desa pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
4. | H. Saberan, S.Sos Anggota
5. | Maulida Mustagimah, S.Hi Anggota
6. | Hj. Siti Sarah, S,Ap Anggota
7. | Rahimah Anggota
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 4o /2023

TANGGAL 3% pehbruac 207%

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI LOMBA BADAN USAHA MILIK DESA
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO. JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM
1. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Ketua Merangkap
dan Desa Kabupaten Tabalong Anggota
2. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sekretaris
Desa pada Dinas Pemberdayaan Merangkap Anggota
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
3. | Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Anggota
Masyarakat pada pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
4. | Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kabupaten Tabalong 6 (enam) orang

BUPATI TABALONG,
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